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BAB III
PELAKSANAAN KERJA PRAKTEK
3.1. 	Bidang Pelaksanaan Kerja Praktek
		Pelaksanaan kerja praktek dilakukan di Kantor Pusat Pengembangan dan Pemberdayaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Ilmu Pengetahuan Alam (PPPPTK IPA) Bandung. Dalam pelaksanaan kerja praktek penulis ditempatkan dibagian keuangan selama kurang lebih 1 (satu) bulan.
		Pelaksanan kerja praktek ini dimaksudkan untuk mengetahui  prosedur pelaksanaan anggaran pada Kantor Pusat Pengembangan Dan Pemberdayaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Ilmu Pengetahuan Alam.
3.2.	Teknis Pelaksanaan Kerja Praktek
		Sebagaimana halnya kerja, dalam teknik pelaksanaan kerja praktek, penulis melaksanakan kerja selama satu bulan dengan jadwal yang telah disesuiakan pembimbing dari institusi .
Selama kerja praktek penulis melakukan kegiatan antara lain:
1 Membantu mencatat Surat Permintaan Pembayaran kebuku agenda.
2 Membantu mencatat Surat Perintah Pencairan Dana kebuku agenda
3 Membantu mencatat biaya para peserta diklat.
4 Mempelajari buku-buku yang berhubungan dengan institusi terutama yang berkaitan dengan Pelaksanaan Anggaran.


1.3. Hasil Pelaksanaan Kerja Praktek
3.3.1 Ketentuan Umum Pelaksanaan Anggaran
Ketentuan umum pelaksanaan anggaran pada Pusat Pengembangan Dan Pemberdayaan pendidik Dan Tenaga Kependidikan Ilmu Pengetahuan Alam (PPPPTK IPA) Bandung, mengikuti peraturan pemerintah sesuai dengan keputusan Menteri Keuangan dan Peraturan/keputusan Direktorat Jenderal Perbendaharaan yang telah diberlakukan secara umum.
1. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA)
Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran adalah dokumen pelaksanaan anggaran yang dibuat oleh menteri/ pimpinan lembaga serta disahkan oleh direktur jenderal perbendaharaan atas nama menteri keuangan dan berfungsi sebagai dasar untuk melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran negara dan pencairan dana atas beban Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (APBN) serta dokumen pendukung kegiatan akuntansi pemerintah. 
a. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) kementerian/Lembaga.
DIPA satuan kerja pusat/kantor pusat adalah DIPA yang memuat rincian pengguna anggaran dari bagian Anggaran Kementerian Negara/Lembaga yang dikategorikan menjadi:
1. DIPA Satua Kerja Pusat/Kantor Pusat
DIPA satuan kerja pusat/kantor pusat adalah DIPA yang memuat rincian penggunaan anggaran kementerian lembaga, yang pelaksaannya dilakukan oleh satuan kerja yang merupakan satuan kerja kantor pusat .
2. Ketentuan Belanja Negara
Anggaran belanja Negara adalah semua pengeluaran Negara yang digunakan untuk membiayai belanja pemerintah. Belanja pemerintah pada Kantor Pusat Pengembangan dan Pemberdayaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Ilmu Pengetahuan Alam adalah:
1. Belanja Pegawai
Belanja Pegawai adalah kompensasi dalam bentuk uang maupun barang yang diberikan kepada pegawai pemerintah (pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus Pegawai negeri sipil) yang bertugas didalam maupun diluar negeri sebagai imbalan atas pekerjaan yang dilaksanakan.
Belanja pegawai terdiri dari:
a. Belanja pegawai mengikat yaitu belanja yang dibutuhkan terus menerus dalam satu tahun dan harus dialokasikan oleh kementerian negara/lembaga dengan jumlah yang cukup pada tahun yang bersangkutan.
1) Gaji
Perhitungan gaji dan tunjangan didasarkan atas realisasi pembayaran gaji bulan april 2007 pada masing-masing kantor/satuan kerja dihitung selama 13 (tiga belas) bulan dengan perhitungan: realisasi bulan April 2007 x 13 bulan, ditambah accres 2,5 % untuk menampung kenaikan pangkat dan tambahan tunjangan keluarga.
Untuk pengisian selisih formasi dan budgeting (F-B) setiap pegawai dianggap mempunyai satu isteri, satu anak, masa kerja nol tahun dihitung selama enam bulan dengan indeks gaji sebagai berikut:
Golongan I sebesar Rp. 741.000,-per bulan
Golongan II sebesar Rp. 813 000,-per bulan
Golongan III/IV sebesar Rp. 1.166.000,-per bulan.
Perhitungan tersebut diatas kemudian ditambah dengan perhitungan tunjangan umum dan tambahannya sesuai dengan perundangan yang berlaku.
Tunjangan Beras:
Jumlah pegawai x tiga jiwa x 10 Kg x harga beras yang berlaku x enam bulan.
Perhitungan gaji dan tunjangan dibuat berdasarkan masing-masing mata anggaran yang dibulatkan dalam ribuan rupiah.
2) Honorarium
· Honorarium mengajar guru tidak tetap
· Honorarium kelebihan jam mengajar guru tetap dan tidak tetap
· Honorarium ujian dinas
· Honorarium mengajar disediakan antara lain untuk tenaga pengajar luar biasa dilingkungan dilingkungan departemen pendidikan nasional atau diluar departemen pendidikan nasioanal yang tarifnya telah mendapat persetujuan menteri keuangan
3) Uang lembur
Penyediaan dana untuk uang lembur tahun 2008 berdasarkan tarif yang telah ditetapkan Menteri Keuangan dengan perhitungan maksimal 100 % dari dan uang lembur tahun anggran 2007.
4) Vakasi
Vakasi adalah penyediaan dana untuk imbalan bagi penguji pemeriksa kertas/jawaban ujian.
5) Uang makan Pegawai Negeri Sipil (PNS)
· Pengeluaran untuk uang makan PNS per hari kerja per PNS dan dihitung maksimal 22 hari setiap bulan
· Bagi PNS yang sebelumnya sudah menerima uang makan yang tidak berdasarkan keputusan Menteri Keuangan, dengan adanya uang makan ini maka pemberian uang makan tersebut dihentikan.
b. Belanja pegawai mengikat yaitu belanja pegawai yang diberikan dalam rangka mendukung kegiatan yang bersifat temporer.
Anggaran untuk belanja tidak mengikat dapat disediakan untuk kegiatan sepanjang:
· Pelaksanaannya memerlukan pembentukan panitia/tim/kelompok kerja;
· Mempunyai keluaran (output) jelas dan teratur;
· Sifatnya temporer sehingga pelaksanaannya perlu diprioritaskan.
2. Belanja barang.
Belanja barang yaitu pengeluaran atas pembelian barang dan jasa. Belanja barang terdiri dari:
a. Belanja barang mengikat yaitu belanja barang yang dibutuhkan secara terus menerus selama 1 (satu) tahun dan dialokasikan oleh lembaga dengan jumlah yang cukup pada tahun yang bersangkutan.
1) Belanja barang.
Pengeluaran yang termasuk dalam hal ini adalah belanja operasional antara lain:
· Keperluan sehari-hari perkantoran
· Pengadaan/penggantian inventarisasi perkantoran
· Pengadaan bahan makanan
2) Belanja jasa.
Pengeluaran yang termasuk dalam hal ini adalah belanja untuk langganan daya dan jasa (listrik, telepon dan air)
3) Belanja pemeliharaan.
Pengeluaran-pengeluaran untuk pemeliharaan gedung kantor, kendaraan bermotor dan lain-lain.
4) Belanja perjalanan.
Pengeluaran-pengeluaran untuk perjalanan dinas tetap yaitu perjalanan yang dilakukan oleh PNS secara terus-menerus dalam rangka melaksanakan tugas tertentu.
b. Belanja tidak mengikat yaitu belanja barang yang tidak insidentil (tidak terus-menerus), seperti belanja pemeliharaan gedung.

3.3.2 Dokumen-dokumen yang terkait dengan pencairan dana
Dokumen-dokumen yang terkait dengan pencairan dana pada Pusat Pengembangan Dan Pemberdayaan Pendidik Dan Tenaga Kependidikan Ilmu Pengetahuan Alam antara lain:
1. Prosedur Pengajuan Surat Permintaan Pembayaran. Persyaratan yang harus dipenuhi sebagai kelengkapan dalam pengajuan surat permintaan pembayaran (SPP) untuk dapat diterbitkan Surat Perintah Membayar (SPM), diatur sebagai berikut:
a. Surat Permintaan Pembayaran Uang Persediaan (SPP-UP)
Surat pernyatanan dari Pengguna Anggaran (PA) yang menyatakan bahwa uang persediaan tersebut untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran yang menurut ketentuan yang dibayar Langsung (LS)
b. Surat Permintaan Pembayaran Tambahan Uang Persediaan (SPP-TUP)
a. Rincian rencana penggunaan dana tambahan uang persediaan dari pengguna anggaran 
b. Surat pernyataan dari kuasa pengguna anggaran bahwa:
· Dana tambahan uang persediaan tersebut akan digunakan dalam waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal diterbitkannya Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D)
· Apabila tersisa dana tambahan uang persediaan, harus disetorkan ke rekening kas Negara.
· Tidak untuk membiayai pengeluaran yang seharusnya dibayarkan secara langsung. 
c. Surat Permintaan Pembayaran Pengganti Uang Persediaan (SPP-GUP)
· Kwitansi/tanda bukti pembayaran
d. Surat Permintaan Pembayaran Langsung (SPP-LS) untuk pembayaran gaji, lembur dan honor/vakasi
· Pembayaran gaji induk/susulan gaji/kekurangan gaji dilengkapi dengan daftar gaji induk/susulan gaji/kekurangan gaji, SK CPNS, SK naik pangkat,surat pernyataan pelantikan, Surat pernyataan masih menduduki jabatan, surat pernyataan palaksanaan tugas, dan lain-lain.
· Pembayaran lembur dilengkapi dengan daftar pembayaran perhitungan lembur yang sudah ditandatangani oleh kuasa pengguna anggaran dan bendahara pengeluaran satuan kerja yang bersangkutan, surat perintah lembur, daftar hadir kerja, daftar kerja lembur.
· Pembayaran honor/vakasi dilengkapi dengan Surat Keputusan (SK) tentang pemberian honor/vakasi, daftar pembayaran perhitungan honor/vakasi yang ditandatangani oleh kuasa pengguna anggaran.
e. Surat Permintaan Pembayaran Langsung (SPP-LS) non Belanja Pegawai.
a) Pembayaran Pengadaan Barang dan Jasa:
· Kontrak yang mencantumkan nomor rekening rekanan;
· Surat pernyataan kuasa pengguna anggaran   mengenai penetapan rekanan;
·   Berita acara penyelesaian pekerjaan;
·   Berita acara serah terima pekerjaan.
· Faktur pajak beserta Surat Setoran Pajak            yang telah ditandatangani oleh wajib pajak.
· Jaminan bank atau yang dipersamakan yang yang dikeluarkan oleh bank.
b) Pembayaran Biaya Langganan  Daya dan Jasa:
·  Bukti tagihan daya dan jasa;
· Nomor rekening pihak ketiga (PLN, Telkom, PDAM, dan lain-lain)
Dalam hal pembayaran langganan daya dan jasa yang belum dapat dilakukan secara langsung, satuan kerja yang bersangkutan dapat melakukan pembayaran dengan Uang Persediaan (UP).
3.3.3 Mekanisme Penerbitan Surat Perintah Membayar (SPM).
	Setelah menerima Surat Permintaan Pembayaran (SPP), pejabat penerbit Surat Perintah Membayar (SPM) menerbitkan SPM dengan mekanisme sebagai berikut:
a. Pejabat penerbit SPM melakukan pengujian atas   SPP sebagai berikut:
1. Memeriksa secara rinci dokumen pendukung SPP sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
2. Memeriksa ketersediaan pagu anggaran dalam Daftar Isian Pelaksaan Anggaran (DIPA) untuk memperoleh keyakinan bahwa tagihan tidak melampauhi batas pagu anggaran;
3. Memeriksa kesesuaian rencana kerja da kelayakan hasil kerja yang dicapai dengan indikator keluaran.
4. Memeriksa kebenaran atas hak tagih yang menyangkut antara lain:
· Pihak yang ditunjuk untuk menerima  pambayaran (nama orang/perusahaan, alamat, nomor rekening, dan nama bank)
· Nilai tagih yang harus dibayar
· Jadwal pembayaran
5. Memeriksa pencapaian tujuan atau sasaran kegiatan sesuai dengan indikator kinerja yang tercantum dalam DIPA.
Penyampaian Surat Perintah Membayar (SPM)  kepada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) dilakukan sebagai berikut:
a. Pengguna Anggaran (PA) atau pejabat yang ditunjuk untuk menyampaikan surat perintah membayar beserta dokumen pendukung dilengkapi dengan Arsip Data Komputer (ADK) berupa soft copy (disket) melelui loket penerimaan Surat Perintah Membayar (SPM) pada Kantor Pelayanan Perbendaharan Negara (KPPN) melalui kantor pos, kecuali bagi satuan kerja yang masih menerbitkan SPM secara manual tidak perlu ADK.
b. SPM gaji induk harus diterima KPPN paling lambat tanggal 15 (lima belas) sebelum bulan pembayaran.
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